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PENETAPAN
Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pedagang Online, tempat kediaman di XXXXX, Kota
Singkawang, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Desainer Grafis, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota
Singkawang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA
Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 November 2021
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang pada tanggal
1November 2021 dengan register perkara Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Skw
telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1.
Bahwa pada tanggal 4 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 4 Mei 2017.
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah kontrakan selama 6 bulan, kemudian berpindah - pindah tempat
tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan milik XXXXX di Jalan
XXXXX, Kota Singkawang.

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah
dikaruniai dua orang anak:

3.1 ANAK 1, lahir tanggal 13 September 2017,
3.2 ANAK 2, lahir tanggal 25 September 2018,
sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari tahun 2020 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus karena Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan lain, hal
tersebut di ketahui oleh Penggugat melalui HP Tergugat.

5. Bahwa hal tersebut membuat Tergugat sering keluar malam hingga subuh
tanpa diketahui tujuannya, Tergugat kurang memberi nafkah kepada
Penggugat, dan Tergugat lebih mementingkan kumpul bersama teman-
teman Tergugat.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak pada tanggal 29 Oktober 2021 yang di
sebabkan Tergugat merasa malu kepada Penggugat yang memposting foto
jualan di media sosial dimana Penggugat serta anak Penggugat dan
Tergugat menjadi model produk yang akan dijual.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara
Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan komunikasi antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik.

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat

namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
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9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi
dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cqg. Majelis Hakim agar memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di muka
sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil’/kuasanya yang sah untuk datang
menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 3 November 2021
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak
datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar
rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga dan atas
nasihat tersebut Penggugat telah menyatakan maksud mencabut gugatan
Penggugat dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan
permohonan pencabutan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam

Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat

menggugat cerai Tergugat dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat telah
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terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana
selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan
Pasal 145 RBg., jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir datang menghadap sendiri
di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk
datang menghadap, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis  Hakim telah
mendamaikan/memberi nasihat Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara a quo dan akan
rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan memohon agar
Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh
Penggugat sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan
pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV
(Reglement op de burgerlijke recht vordering), oleh karenanya permohonan
pencabutan gugatan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan untuk mengabulkan
gugatan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan akan menetapkan bahwa
Pengadilan mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor
326/Pdt.G/2021/PA.Skw  dari Penggugat dan selanjutnya memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara.
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Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan
perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara  Nomor
326/Pdt.G/2021/PA.Skw dari Penggugat.

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.,
sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma’ruf Maghfur,
S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh
Marlina, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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Dara Eka Vhonna, S.Sy. Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma’ruf Maghfur, S.H.I.
Panitera,

Marlina, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. B : Rp. 75.000,00
iaya Alat
Tulis
Kantor
3. B . Rp. 180.000,00
iaya © Rp. 20.000,00
Panggilan
4. P
NBP
Panggilan
5. M : Rp. 10.000,00
eterai
6. Biaya redaksi . Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 325.000,00
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